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ABSTRACT
The Affectivity prohibition of Farmland Ownership in Absentee
(the Case Study in the Sub District of Selogiri the Regency of Wonogiri)
Diana Tantri Cahyaningsih, 130 pages. Thesis. Semarang : The Notary
Magisterial Program of Post Graduate Program Diponegoro University.

Lands in human’s life have a very important meaning because most of
human’s lives depend on lands. As the implementation of the Law (UU) number 5
year 1960 about the Basic Regulation of Agrarian Principals (UUPA), the
government issued the Law (UU) number 56 Prp year 1960 about the decree of
farmland width by the implementation of Government Regulation (PP) Number
224 year 1961 about the implementation of lands sharing and the giving of
compensation. In article 3, is ruled about the Prohibition of Farmland Ownership
in Absentee, that is, that the ownership of farmland by the person who lives out of
the sub district, the location of land is prohibited. It has a purpose to farmers can
be actively and effectively in cultivating their lands that will increase their
productivity. As a matter of fact, in the sub district of Selogiri the Regency of
Wonogiri, the prohibition of farmland ownership in absentee is not effective. It is
proven by the presence of farmland ownership in absentee. This research used a
juridical sociological approach. The factor of absentee land ownership in the sub
district of Selogiri the Regency of Wonogiri caused by the society factor, that is
the presence of people mobility and the lack of people’s law awareness, the
cultural factor because of inheritance, the legal factor, the facility and infra
structure factor, the law officer factor, and the economical factor. Therefore, the
government strives to overcome the absentee land ownership by doing an
administration and legal control. The Government should reexamine the policy
about the prohibition of farmland ownership in absentee with a limitation out of
sub district. It is necessary to carry out cooperation between the National Land
Office with the other related institutions such as the Head of Sub District and
Village in striving to overcome the ownership of farmland in absentee.




ABSTRAK

Efektivitas Larangan Pemilikan Taaah Pertanian Secara Absentee
( Studi Kasus di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri) Diana Tantri
Cahyaningsih, 130 halaman. Tesis. Semarang :Program Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Tanah didalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting karena
sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung dari tanah. Sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun
[960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan pelaksanaan PP No. 224
tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian pada Pasal 3, diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara
Absentee yaitu bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat
tinggal di luar kecamatan letak tanahnya dilarang. Hal ini bertujuan agar petani
bisa secara aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertaniannya sehingga
akan meningkatkan produktivitas. Ternyata didalam kenyataannya yang terjadi
di kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri larangan pemilikan tanah pertanian
secara absentee tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemilikan
tanah pertanian absentee. Penelitian ini mengunakan pendekatan Yuridis
Sosiologis. Yang menjadi faktor terjadinya pemilikan tanah absentee di
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri disebabkan faktor masyarakatnya yaitu
adanya mobilitas penduduk dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor
budaya karena pewarisan, faktor hukumnya, faktor sarana dan prasarananya,
faktor aparat penegak hukumnya dan faktor ekonomi. Untuk itu pemerintah telah
berupaya mengatasi terjadinya pemilikan tanah absente tersebut dengan
melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum. Hendaknya
pemerintah mengkaji ulang terhadap kebijakan larangan pemilikan tanah
pertanian secara absentee dengan batasan diluar kecamatan. Perlu adanya
kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dengan intansi lain yang terkait
yaitu camat dan kepala desa dalam upaya mengatasi terjadinya pemilikan tanah
pertanian secara absentee.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia
mempunyai arti sangat penting, oleh karena sebagian besar dari
kehidupan manusia tergantung pada tanah. Betapa tidak, tanah
adalah tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagal
sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui
usaha tani . Tanah dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang
mempunyai sifat permanen, karena memberi suatu kemantapan
unftuk dicadangkan bagi kehidupan dimasa mendatang.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat
vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa.
Tanah dalam masa pembangunan bertambah penting artinya,
karena adanya peningkatan volume pembangunan dalam bidang-
bidéng pertanian, industri modern, perumahan, kelestarian
fingkungan hidup, pengamanan sumber kekayaan alam,
kesejahteraan sosial dan fain-lain. Hal ini semakin komplek bila
dikaitkan dengan pertambahan penduduk yang memeriukan areal
yang fuas, otomatis mengakibatkan mengeciinya atau

berkurangnya persediaan tanah.

! Wﬂ-wsm-mm




Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur
tentang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria {selanjuthya disebut UUPA), yang dinyatakan berlaku sejak
tanggal 24 September 1960, |

Negara Indonesia sebagai bentuk organisasi kekuasaan
rakyat memifiki hak untuk mengatur tentang pendayagunaan tanah
dan penguasaannya serta pemlliknya, sehingga bentuk praktek
yang merugikan kepentingan umum dapat dihindarkan. Obyek
hukum agraria dalam arti iuas mencakup hak-hak penguasaan atas
tanah, bumi, air dan ruang angkasa, sedangkan obyek hukum
agraria dalam arti sempit adalah hak-hak penguasaan atas tanah.’
Hak-hak penguasaan atas tanah bukan berarti hak yang dimiliki
seseorang untuk menguasainya dengan penuh sehingga dapat
berbuat apa saja terhadap tanah tersebut, melainkan hak-hak

penguasaan dari bangsa terhadap semua tanah diwilayahnya.

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang

ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu :

‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar Kemakmuran rakyat*,

! AP. Parlindungan, dneka Huaon Agraria, Alumni, 1983, Bendung, hal.6
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Maka dengan Pasal 2 ayat 3 UURPA memberikan wewenang

yang bersumber pada hak menguasai dari negara untuk mencapai

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaat,

kesejahteraan, adil dan makmur.

Pemerintah juga cukup peka dalam menanggapi masalah

pertanahan tersebut, hal ini dapat kita ketahui dari arah dan

Kebijaksanaan Pembangunan Umum dalam Pola Umum Pelita ke

Enam, yaknl yang tertuang dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004;IV ,

B,16: yang berbunyi :

«  Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk
meningkatkan pemanfaatan dan penggunaaan tanah
secara adil, transparan, dan produktif dengan
mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk
hak ulayat dan masyarakatl adat, serta berdasarkan

fata ruang wilayah yang serasi dan seimbang”.

Disamping itu sesuai dengan Tap MPR No. IX/MPR/2001

{entang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

diamanatkan bahwa pembaharuan agraria mencakup suatu proses

perkesinambungan  berkenaan dengan penataan kembali

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber

daya agraria, sedangkan pengelolaan sumber daya alam Yyang

terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal,

adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.




Sehubungan dengan amanat GBHN 1999 — 2004 dan
ketetapan-ketetapan MPR tersebut, maka kebijakan yang di
tempuh di bidang pertanahan adalah :

“mewujudkan pengelolaan pertanahan yang dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada
masyarakat secara berkeadilan melalui pengaturan
pemilikan/penguasaan, pengunaan dan pemanfaatan
tanah, serta pemberian perlindungan dan kepastian
hukum hak rakyat atas tanah.?

Dalam rangka penggunaan, penguasaan, dan pemilikan
tanah, kita harus menggiatkan kembali pelaksanaan

“Landreform?.

Tujuan Landreform yang diselenggarakan di Indonesia
adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para
petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk
menyelanggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.?

Pengaruh “Landreform” dan pertanian secara timbal balik,
adalah jelas, karena salah satu tujuan “i.andreform“ adalah
peningkatan produktivitas. Dengan pemilikan tanah yang luasnya
melampaui batas kemampuan untuk digarap, akhirnya akan
mengakibatkan produktifitas menjadi rendah. Lebih-tebih apabila

pemiliknya adalah “absente landlors” (tuan tanah), yang tidak

% Rencana Strategis Badan Pertsnahan Nasional Tshun 2001 — 2004.
3 Efffendi Perangin, ria di hdonesia ah Dari 5i Py Proktis{
Ihdaim, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal : 122.




menggarap sendiri tanah miliknya, tefapi penjagaan dan
pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang linggal di
daerah itu. Pengolahan fanah tersebut tidak dilakukan secara
intensif, cukup sekedar saja karena biasanya pemilik tersebut

mempunyai pekerjaan lain di kota tempat ia bertempat tinggal.

Pemilikan tanah pertanian secara absentee, secara tegas
dilarang oleh UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan pokok landreform yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan 17
UUPA. Maksud dari pelarangan pemilikan tanah secara absentee
ini adalah agar petani bisa aktif dan efekiif dalam mengeriakah
tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa tinggi dan
melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan tanah-
tuan tanah.

Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA telah
diundangkan UU no. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan redistribusi tanah
sebagaimana diamanatkan Pasal 17 (3) UUPA jo UU No. 56 Prp
Tahun 1960 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerinfah (PP)
No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganii Kerugian (LN 1961 No. 280). PP ini kemudian
telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 Tahun 1964 (LN

1964 No. 112).




Dalam rangka untuk kepastian hukum di bidang
pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan
untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat, sehingga
penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas serta tanah
absentee tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat
1 PP No. 224 tahun 1961 jo Pasal 1 PP No 41 tahun 1964
dinyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang
bertempat tinggal di luar kecamatan fempat letak tanahnya
dilarang. Menurut PP ini , pengertian tanah pertanian secara
absentee yaitu pemilk tanah pertanian yang bertempat tinggal
diluar kecamatan {empat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6
bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di
kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak
tanah tersebut.

Sehubungan dengan ifu , maka perlu para pemilik fanah
pertanian bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, agar dapat
mengeriakan sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10
Undang-Undang Pokok Agraria ( UU No. § Tahun 1960 Tentang
UUPA), menetapkan bahwa :

(1) Setlap orang dan badan hukum yang mempunyal
sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya
diwajibkan mengerjakan alau mengusahakan sendiri
secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan ayat 1 akan diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundangan

(3) Pengecualian dari pada asas tersebut pada ayat 1 ini
diatur dalam Peraturan Perundangan .




Pasal 10 UUPA ini merupakan dasarflandasan bagi
larangan pemilikan tapnah pertanian secara absenfee yang
kemudian diatur dalam Pasal ‘3 PP No. 224 tahun 1961
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 41 Tahun 1964 tantang
Perubahan dan Tambahan Peraluran Pemerintah No. 224 Tahun
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian
Ganti Kerugian, pada Pasal 3a sampai dengan 3e.

Pemilkan tfanah pertanian secara absenfee ini
menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang
penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasiinya,
juga dapat menimbulkan sistem-sistem penghisapan . Ini berarti
bahwa para petani penggarap tanah milik orang {ain dengan
sepenuh tenaganya, tanggung jawabnya dan segala resikonya,
tetapi hanya menerima sebagian dari hasil yang dikelolanya. Disisi
lain, pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah dan tidak
mengerjakan tanahnya tanpa menanggung segala resiko dan
tanpa mengeluarkan keringatnya akan mendapatkan bagian lebih
besar dari hasil tanahnya.

Dalam kenyataannya , sekalipun larangan ini masih
beriaku, pemillkan atau penguasaan tanah pertanlan secara
absentee ini masih terus berlangsung sampai sekarang di

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.




Kecamatan Selogiri merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Wonogiri yang paling subur daerah pertaniannya
khususnya tanah sawahnya yang mendapat irigasi dari aliran
Waduk Gajah Mungkur.

Kondisi wilayah yang demikian itu, maka masyarakat
Kecamatan Selogiri umumnya menjadi petani, baik sebagai pemilik
maupun sebagai petani penggarap. Namun dengan Keberhasilan
pembangunan di segala bidang antara lain adanya kemudahan
transportasi dan pendidikan, menyebabkan terjadinya perubahan
pola pikir kehidupan masyarakat setempat dan kebiasaan dalam
tata cara memenuhi kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan
pertanian.

Dengan kemajuan pendidikan sebagian anggota
masyarakat mengganggap bekerja di sektor pertanian bukan
sebagai lapangan kerja dan tidak dapat dihitung sebagai pekerjaan
tetap, terutama bagi angkatan kerja yang berpendidikan SLTP ke
atas. Mereka banyak yang bekerja ke kota sebagai pedagang,
buruh pabrik, buruh tidak tetap dan sebagainya. Hal ini
mengakibatkan banyak pemilik tanah pertanian yang bekerja ke
kota, tanahnya digarap orang fain , sehingga pertanian digunakan
sebagai sampingan. |

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mendorong penulis

untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis




yang berjudul : EFEKTIVITAS LARANGAN PEMILIKAN TANAH
PERTANIAN SECARA ABSENTEE { Studl Kasus dl Kecamatan

Selogirl Kabupaten Wonogiri).

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka

permasalahan pokok ini dapat dirinci sebagai berikut :

1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tanah
pertanian secara Absentee?

2) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah unfuk
mengatasi terjadi pelanggaran terhadap tarangan pemilikan tanah

pertanian secara absentee?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitaian ini
adalah :
1) Untuk mengetahui tentang faktor-faklor terjadinya tanah pertanian

secara abseniee.

2) Unluk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mengatasi -terjadinya pelanggaran terhadap larangan pemilikan

tanah pertanian secara absenfee.




D. MANFAAT PENELITIAN

1) Secara teorilis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

2)

3)

kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum
khususnya hukum pertanahan serta masyarakal umumnya
mengenai pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara
absentee.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam
pelaksanaan larangan tanah absenfee pada umumnya dan didatam
pembuatan kebijakan hukum pertanahan selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman

untuk kegiatan penelifian berikutnya yang sejenis.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Penulisan tesis ini diawali dengan bab [ Pendahuluan yang
berisi uraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan.

Dalam bab [l Tinjauan Pustaka diuraikan Tinjauan Tentang
Hak Millk Tanah, Landreform di Indonesia, Tinjauan Umum
Tentang Tanah Absenfee Sebagai Obyek-. Landreform, dan
Pengertian Efektivitas Hukum.

Dalam bab Il tentang Metodologi Penelitian diuraikan tentang

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasl peneliian,
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popuiasi dan sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisa data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Dalam Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan akan
divraikan fentang Gambaran Umum mengenal lokasi Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiri, Faktor-Faktor terjadinya Tanah
Absentee, dan Upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi
terjadinya pelanggaran terhadap larangan pemilikan tanah
pertanian secara absentee. |

Dalam Bab V berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan
yang telah diuraikan dan Saran-saran sebagai rekomendasi

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.
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BAB i

‘TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG HAK MILIK TANAH
Hak atas tanah merupakan kewenangan tertentu yang
diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu aKan
tanahnya. Didalam Pasal 16 ayat 1 UUPA ditentukan beberapa
macam hak atas tanah yang antara lain :

Hak Milik;

Hak Guna Usaha;
Hak Guna Bangunan;
Hak Pakai;

Hak Sewa;

Hak Membuka Tanah;

Hak Memunguf Hasii Hutan;

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
daiatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebabkan
dalam pasai 53.

SO Tt TE

Dalam pasal 53 UUPA menyebutkan hak-hak yang bersifat

sementara, yaitu :

Ayal (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai
dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah
hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian.
Diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang
berientangan dengan undang-undang ini dan
hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam
wakiu yang singkat.

Ayat (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku
terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud
dalam ayat 1 pasal ini.
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Hak-hak tersebut diberi sifat sementara, karena
dianggap tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah
Nasional. Salah satu asas penting dalam Hukum Tanah
Nasional ialah bahwa dalam usaha-usaha dibidang pertanian

tidak boleh ada pemerasan.*
A1. PENGERTIAN HAK MILIK

Pengertian Hak Milk menurut Undang-Undang No. $
TaShun 1960 Pasal 20 (1) adalah : “ Hak MIik adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6.” Pasal 6 UUPA
disebutkan bahwa semua pihak atas tanah (didalamnya hak

milik) mempunyai fungsi sosial.

Dari Pasal 20 tersebut dapat kita linat adanya unsur-

unsur yang merupakan sifat hak milik yaitu :

a. Hak milik bersifat “turun temurun”, artinya bahwa hak
milik itu tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang
mempunyai saja akan tetapi hak milik itu dapat dilanjutkan

oleh ahil warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia.

4 Boedi Harsono,
Agraria, Bidam Pdaksm_nm Djambatan, 1995 hal : 279.
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b. Hak milik itu merupakan hak yang “terkuat”, artinya bahwa
hak milik adalah hak yang paling kuat dan dapat dibebani
dengan hak guna bangunan maupun hak pakai, sedangkan
hak-hak lainnya tidak dapat dibebani dengan hak mili.

¢. “Terpenuh”, artinya bahwa hak milk memberikan
wewenang yang paling luas dengan hak yang lain sehingga
dapat dipakai untuk keperluan mendirikan bangunan
maupun pertanian.

Undang-Undang Pokok Agraria dalam penjelasannya
mengenai rumusan itu mengemukakan kata-kata terpenuh
dan terkuat dengan maksud untuk membedakannya dengan
hak-hak yang lainnya yaitu Hak Guna Usaha (HGU), Hak
Guna Bagunan (HGB) dan Hak Pakai. Kata-kata ferkuat dan
terpenuh itu tidak berarti hak milik merupakan hak yang mutlak
dan tidak dapat diganggu gugat akan tetapi harus diingat
bahwa semua hak atas tanah termasuk hak milik mempunyai
fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA "

Sifat terkuat dan terpenuh berarti yang paling kuat
dan paling penuh, berarti pula bahwa pemegang hak miflk
atau pemilik tanah itu mempunyai hak untyk “pberbuat bebas”,

artinya boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain

§ % Wantjik Saleh, Hzk Anda Aigs Tangh, Ghalia Indonesie, Bandung, 1985, hal. 23.
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dengan jalan menjuainya, menghibahkan, menukarkan dan
mewariskannya.’”

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ini
berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorang tidak dibenarkan bahwa fanahnya itu akan
dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk
kepentingannya sendiri. Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga berm anfaat bagi
kesejahteraan dan kebahagiaan yang punya maupun

bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Ketentuan fentang hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial {ersebut tidak bermaksud untuk mendesak kepentingan
seseorang dengan kepentingan masyarakat akan tetapi UUPA
juga memperhatikan kepentingan perseorangan. Kepentingan
perseorangan dengan kepentingan masyarakat harus saling
mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan fercapailah tujuan
pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan masyarakat.

A.2. SUBYEK HAK MILIK

Pada dasarnya hak milik hanya dipunyai oleh
seseorang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang

lain. Badan hukum tidak dapat mempunyai tanah dengan hak

7 v W. Sunindhia dan Winik Widiyanti, Pembaharuan Hdaom Agraria (Beberapa Pemikiran),
Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 1974,
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milik kecuali termasuk golongan badan hukum vyang

ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi persyaratan-

persyaratan {erientu.

Ketentuan tentang siapa saja yang dapat mempunyali

hak milik diatur dalam Pasal 21 UUPA yaitu antara lain :

(1)

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai
hak milik.

(2y Oieh pemerintah dapat ditetapkan badan-badan hukum

(3)

(4)

yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat
atau percampuran harta karena perkawinan, demikian
juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik
dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan haknya itu dalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut
atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah
jangka wakiu tersebut lampau hak miliknya tidak
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan
tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak fain yang membebaninya tefap
herlangsung.

Selama seseorang di samping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka
ia tidak dapat mempunyai hak milik dan baginya berlaku
ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 |, bahwa

badan-badan hukum yang dapat diberikan hak milik adalah :

a.

b.

bank-bank yang didirikan oleh negara;

perkumpulan-perkumpulan  koperasi pertanian yang

didirikan berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958;
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¢. badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;

d. badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/

Agraria setelah mendengar Menteri Sosial.®

A.3. TERJADINYA HAK MILIK TANAH
Terjadinya hak milik diatur dalam Pasal 22 UUPA

yaitu :

Ayat (1): Terjadinya hak milik menurut hukum adat
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Selain menurut cara sebagai yang
dimaksud dafam ayat 1 pasal ini hak
milik terjadi karena :

a. Penetapan  Pemerintah, menurut
cara dan  syarat-syarat vyang
ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

b. Ketentuan undang-undang.

Jadi hak milik terjadi karena -
1. Ketentuan Hukum Adat
2. Ketentuan Undang-Undang
3. Penetapan Pemerintah.

Ad. 1. Ketentuan Hukum Adat

® Soedharyo Soimin, Stztus Hak Dan Pembebayan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 5.

17




Atas dasar ketentuan Hukum adat , hak milik dapat
terjadi karena proses pertumbuhan tanah ditepi
sungai pinggir laut. Pertumbuhan ini menciptakan
tanah baru yang disebut “lidah tanah”. Lidah tanah
biasanya menjadi milik yang punya tanah yang
berbatasan. Selain itu dapat juga terjadi Hak milik
karena “pembukaan tanah”. Misalnya yang semula
hutan , dibuka atau dikerjakan oleh seseorang,
kemudian tercipta Hak Pakai. Sehingga hak pakai ini

lama-kelamaan bisa tumbuh menjadi Hak Milik.

Ad. 2. Ketentuan Undang-Undang

Kefentuan Konversi menurut UUPA, sejak tanggal 24
September 1960, semua hak-hak atas tanah yang
ada, diubah jadi salah satu hak baru. Perubahan ini

disebut “konversi”.

Hak-hak yang dikonversi menjadi hak milik, yaitu

yang berasal dari :

a. Hak Eigendom Kkepunyaan badan-badan hukum
yang memenuhi syarat:

b. Hak Eigendom yang pada tanggal 24 September
1860, dipunyai oleh WRNI funggal dan dalam
wakfu 6 bulan datang membuktikan
kewarganegaraannya.

c. Hak Milik Indonesia dan hak-hak semacam itu,
yang pada langgal 24 September 1960, dipunyai
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WNI atau badan hukum yang mempunyai syarat
sebagai subyek Hak Milik.

d. Hak Gogolan yang bersifat tetap ?

Ad. 3. Penetapan Pemerintah

Yang boleh memberikan Hak Milik hanya
pemerintah . Pemerintah memberikan hak milik atas
tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara,
berdasarkan suatu permohonan. Selain memberikan
hak milik yang baru sama sekali, juga dapat
memberikan hak milk berdasarkan perubahan dari
suatu hak yang sudah ada, umpamanya Hak Guna

Usaha , Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.'

A.4. HAPUSNYA HAK MILIK TANAH
Suatu hak milik dapat hapus, artinya dapat hilang
atau terlepas dari yang berhak atasnya, seperti yang

ditentukan daiam Pasal 27 UUPA, karena:
a. tanahnya jatuh kepada negara:
1. Pencabutan hak;

Berdasarkan Pasal 18 vyaitu “ untuk

kepentingan umum, termasuk kepentingan

® Effendi Perangin, Fukaon Agraria Di bdonesia Suat Telaah dari Sudut Pandang Praktisi
Rajawali, Jakarta, 1986, hal, 243.

1% Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Bksistenst Prona Sebagat Pelaksanaan Mekanisme
Fungsi Agrariz, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 11.
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bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang
layak dan menurut bara yang diatur dengan

undang-undang”.

. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

Yaitu ada pihak lain yang memerlukan tanah,
tetapi tidak dapat mempunyal Hak Milik
karena fidak memenuhi syarat  unfuk
mempunyai Hak Milik misalnya suatu badan
hukum, yang hanya dapat mempunyai Hak
Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau
orang asing yang hanya mempunyai Hak Pakai
saja. Maka orang yang mempunyai Hak Milik
ity dapat melepaskan haknya itu dengan
sukarela dengan mendapat penggantian
kerugian (yang sesuai dengan harga pasaran)
dari pihak yang menghendaki tanah tersebut.
Dengan “pelepasan” itu, maka tanah tersebut

menjadi tanah negara, sefanjutnya negara
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memberikan tanah itu kepada pihak lain

dengan hak yang lain."
3. Ditefantarkan;

Yaitu pemiliknya menganggap tanah itu tidak
tidak berguna baginya atau ja lidak sanggup

mengurusnya.

4. karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan Pasal
26 ayat 2. Yaitu jatuh kepada orang asing,
berkewarganegaraan rangkap atau badan

hukum;
b. Tanahnya musnah.

Dengan musnahnya tanah maka dengan

sendiringa hak mifik atas tanah tersebut akan

hapus.

A.5. CIRI-CIRI HAK MILIK TANAH

Hak Mtk mempunyal ciri-ciri tertentu, yaitu sebagal
berikut :'2

a. merupakan hak atas tanah yang kuat. Bahkan menurut
Pasal 20 UUPA adalah yang terkuat, artinya mudah hapus

dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain;

g Wantjik Saleh, Op. cit, hal 37.
12 g ddy Ruchiyat, Polittk Pertarizhon Nasional i Orde Reformast, Alumni, Bandung, 1999,
hal, 52.

21




. Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih, artinya
dapat dialinkan pada ahli waris yang berhak;

¢. Dapat menjadi hak induk, {etapi tidak dapat berinduk pada
hak-hak atas tanah lainnya. Berarti dapat dibebani dengan
hak-hak atas tanah lainnya, seperti Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil
dan Hak Menumpang;

d. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hypotik
atau Credietverband,

e. Dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain,
dihibahkan dan diberikan dengan wasiat;

f. Dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya
menjadi milik negara;

g. Dapat diwakafkan;

h. Si pemilk mempunyai hak untuk menuntut kembali

ditangan siapapun benda itu berada.

B. LANDREFORM DI INDONESIA

B.1. Pengertian Landreform

Landreform berasal dari kata-kela dalam bahasa
Inggris yang terdiri dari kata “Land’ dan “Reform’. Land
artinya tanah, sedangkan Reform ariinya perubahan dasar

atau perombakan untuk membentuk/membangun/menata
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kembali strukiur pertanian. Jadi arti Landreform adalah
perombakan struktur pertanian fama dan pembangunan

struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru.

Pelaksanaan landreform merupakan kebutuhan dan
kaharusan yang tidak dapat dihindari guna mewujudkan
keaditan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari
tanah untuk kemakmuran bersama. Dengan demikian
pelaksanaan Landreform berarti pula membantu mewujudkan
fujuan nasional negara kifa yaitu masyarakat yang adil dan

makmur.
h.2. Tujuan dan obyek landreform

b.2. 1. Tujuan Landreform

Tujuan landreform di Indonesia dapat diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) bagian , yaitu fujuan secara umum dan

fujuan secara khusus.

Secara Umum @ Tujuan Landreform adalah untuk
mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani
penggarap, sebagai landasan pembangunan ekohomi
menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila.

131 Nyoman Budi Jaya, Ninjauan Yuridis Tentang Restribust Tenah Pertanian Dalam Rangho
Pelaksaraan Landreform, Liberty, Yogjakarta, 1989, hal, 9.
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Secara Khusus , berdasarkan {ujuan secara umum diatas,
maka Landreform di indonesia diarahkan agar dapat

mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu :

a. Tujuan Soslal Ekonomils :

1) Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan
memperkuat hak milk serta memberi isi dan fungsi
sosial pada hak milik.

2) Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor
perfanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf

hidup rakyat.
b. Tujuan Soslal Politis :

1) Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan

pemilikan tanah yang luas.

2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-
sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah
dengan maksud agar ada pembagian hasil yang

adil.
c. Tujuan Mental Psikologis:

1) Meningkatkan kegairahan kerjé bagi para petani

penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak

mengenai pemilikan tanah.
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2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah

dengan penggarapnya.*

Afas dasar tujuan itu maka sasaran yang kan
dicapai adalah memberikan pengayoman kepada para
petani penggarap dalam usaha memberikan kepastian
hukum dan kepastian hak dengan cara memberikan
hak milik atas tanah yang telah digarapnya. Sebagai
pengakuan adanya hak milik perorangan atas tanah,
maka kepada pemilik yang tanah-tanahnya diambil oleh
pemerintah diberikan ganti kerugian menurut ketentuan

yang berlaku.

b.1.2. Obyek Landreform

Tanah-fanah yang menjadi obyek Landreform yang

akan direstribusikan pada para petani penggarap menurut

ketentuan Pasal 1 PP No. 224 Tahun 1961, meliputi:

(1

2)

Tanah-fanah selebihnya dari batas maksimum
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomer §6 Prp Tahun 1960.

Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena

pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah kecamatan

4 Thid, hat 11.
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(3)

(4)

(5)

letak tanahnya atau karena pemiiikan tanah absente

menyebabkan :

Penguasaan tanah yang tidak ekonomis;

Menimbulkan sistem penghisapan,

Ditelantarkan.

Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang
dengan berlakunya ketentuan UUPA menjadi hapus

dan beralinh kepada negara.

Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara
misalnya bekas tanah partikelir, tanah-tanah dengan
Hak Guna Usaha yang telah berakhir waktunya,

dihentikan atau dibatalkan.

Tanah-tanah iain, tidak termasuk di dalamnya tanah-

tanah wakaf dan tanah-tanah untuk peribadatan.”™

Tanah-tanah obyek Landreform sebelum dibagi-

bagikan kepada petani penggarap, terlebih dahulu

dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh

negara.

15 1bid, hal. 23.
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b.3. Program Landreform
Program Landreform meliputi :
1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah,
2. Larangan pemilikan tanah secara “absentee” atau “guntai’,
3 Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas
maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan “absentee”,
tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah Negara,
4. Pengaturan soal pengembalian dan pencbhusan tanah-
tanah pertanian yang digadaikan,
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah perfanian,
dan
6. Penetapan [uas minimum pemilikan tanah pertanian,
disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah
pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampaui kecil.'®
Ad.1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
Untuk mencegah dan membatasi adanya pemilikan
tanah secara terpusat oleh golongan ekonomi kuat, dan
sekaligus memberikan kesempatan kepada para‘ petani
untuk memiliki tanah pertanian. Pasal 7 UUPA,

menetapkan bahwa “uniuk tidak merugikan kepentingan

16 poedi Harsono, Op.cit, hal. 353.
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umum pemilkan dan penguasaan {anah yang
melampaui batas tidak diperkenankan®.

Perlu ditegaskan disini bahwa yang dilarang oleh pasal
ini bukan hanya pemilikan fanah dalam bentuk selain
hak milik, hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi

hasil dan lain-lain.

Selanjulnya Pasal 17 UUPA, menetapkan luas
maksimum dan atau minimum tanah yang boleh
dikuasai oleh seseorang atau keluarganya. Pasal ini
merupakan pelaksanaan dari ketentuan asas dalam

Pasal 7.

Ad. 2. Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee.

Maksud {anah absentee, Sunda (Guntai) adalah
pemilikan tanah yang letaknya diluar kecamatan tempat
tinggal pemiliknya. Dasar hukum adanya larangan

tersebut adalah : Pasai 10 ayat (2) UUPA, yaitu :

“ Getiap orang dan badan hukum yang mempunyai
sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya
diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri

secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan’.

Perlu kiranya diperhatlkan bahwa larangan

pemilikan tanah secara absentee berlaku juga terhadap

28




Ad.3.

Ad4.

bekas pemilik tanah kelebihan, jka sisa tanah yang
menurut ketentuan UU No. 56 Prp Tahun 1960 boleh
tetap dimilikinya dan letaknya di kecamatan lain dari

tempat tinggainya.
Redistribusi tanah obyek Landreform

Tanah-tanah obyek landreform akan diambil oleh
pemerintah dengan memberikan ganti kerugian kepada
bekas pemilk tanah yang yang selanjutnya
dibagikan!diredistribusikan kepada para peiani yang
memenuhi persyaratan daiam pasal 8 dan Pasal 9 PP
No. 224 tahun 1961, yaitu petani penggarap/buruh tani
tetap yang berkewarganegaraan indonesia, bertempat
tinggal di kecamatan tempat letakK tanah yang
bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
Pengaturan Kembali Gadai Tanah Pertanian dan

Tanaman Keras.

Pasal 7 UU NO. 56 Prp Tahun 1960 memuat ketentuan
tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian
yang digadaikan. Ketentuan tersebut merupakan
perubahan peraturan gadaifmenggadaikan tanah
menurut ketentuan hukum adat, yang pada umumnya

menganduyng unsur “eksplokasi”. Karena hasil yang
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Ad.5.

diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang
bersangkutan umumnya lebih besar bila dibandingkan
dengan bunga yang layak dari uang gadai yang
diterima pemilik tanah.

Pengaturan Kembali Perjanjian Bagi Hasil Tanah
Pertanian.

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat
setempat. Menurut hukum adat, imbangan pembagian
hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah
pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak
penggarap.

Hal ini disebabkan karena {anah yang lersedia untuk
dibagi hasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani
yang memerlukan tanah garapan.

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani
ekohomi lemah terhadap praktek-praktek golongan
yang kuat yang mengandung unsur eksploitation, maka
pada saat Menteri Agraria dijabat oleh Sadjarwo
dikefuarkan UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian
Bagi Hasil.

Adanya praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik dan
penggarap tanah, sehingga dikeluarkan UU No.2 Tahun

1960 tersebut dengan maksud :
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1. Untuk mengatur hubungan antara pemilik dan
penggarap tanah sehingga terdapat suatu imbangan

pembagian hasil yang adil.

2. Untuk melindungi pihak yang berekonomi lemah
dari praktek pemerasan yang dilakukan oleh

golongan ekonomi kuat.

3. Untuk memberikan kepastian hukum, baik kepada

pemilik maupun penggarap tanah.

Tujuan diketuarkannya UU NO. 2 Tahun 1960
adalah untuk memperbaiki nasib para penggarap
tanah milik pihak lain. Jika hal tersebut benar-benar
dilaksanakan akan mempunyai efek yang sama
dengan  penyelenggaraan  redistribusi  tanah
kelebihan dan tanah absenfe terhadap penghasilan

para petani penggarap.

Ad.6. Penefapan Luas Minimum Tanah Pertanian dan

Larangan Untuk  Melakukan Perbuatan  yang

mengakibatkan Pemecahan Pemilikan Tanah

Pertanian.

Untuk mempertinggi laraf hidup petani periu diberikan
tanah garapan yang cukup luas. Berkaitan dengan hal

tersebut diatas ditetapkan batas minimum luas tanah
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perlanian yang boleh dimiliki oleh setiap keluarga untuk
sawah maupun tanah kering adalah 2 Ha. (Pasal 8 UU
No. 56 Prp Tahun 1960). Ditetapkan luas minimum itu
fidak berarti bahwa orang yang mempunyai tanah
kuraﬁg dari 2 hektar akan diwajibkan iuntuk
melepaskan tanahnya.

2 hektar merupakan tujuan yang harus diusahakan
tercapainya secara berangsur-angsur (Pasal 17 ayat (4)
UUPA).

Ketentuan mengenai tanah pertanian seluas 2 hektar
atau Kkurang, dapat dialihkan secara keseluruhan
kepada satu orang maka masing-masing pihak harus
sudah memiliki tanah pertanian sedikitnya 2 hektar.
Ketentuan ini beriaku pula untuk tanah pertanian seiuas
lebih dari 2 hektar dan tidak beriaku bagi tanah warisan
berupa tanah pertanian.

Usaha-usaha yang harus dijalankan untuk mencapai
target dengan periuasan tanah pertanian
(ekstensifikasi) yaitu - minimum 2 hektar adalah dengan
pembukaan tanah secara besar-besaran di luar Jawa

diikuti dengan fransmigrasi dan industrialisasi.

Atas dasar tujuan ifu maka sasaran yang akan dicapai adalah

memberikan pengayoman kepada para petani penggarap
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dalam usaha memberikan kepastian hukum dan kepastian
hak, dengan cara memberikan hak milik atas tanah yang telah
digarapnya. Sebagai pengakuan adanya hak milik perorangan
atas fanah, maka kepada pemilk yang tanahnya diambil oleh
pemerintah diberikan ganti kerugian menuruyt keteniuan yang
berlaku.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH ABSENTEE SEBAGAI
OBYEK LANDREFORM .

C.1. Pengertian Tanah Pertanian Absentee dan
Pengaturannya.

Kata absente berasal dari kata latin “ahsentee’
atau “absentis”, yang berarti tidak hadir. Dalam kamus
bahasa Inggris karangan John M.Echlos dan Hasan
sadily , Absentee adalah “ Yang tidak ada atau tak hadir
ditempatnya, atau Landlord yaitu pemilik tanah bukan
penduduk daerah iy, tuan tanah yang bertempat tinggal

difain tempat."

Pemilikan tanah pertanian secara absenfe atau

di dalam bahasa Sunda : “Guntal”’ yaitu pemilikan tanah

yang letaknya diluar tempat tinggal yang empunya.'®

17 John M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Igeris- bdonesta, Gramedis, Jakarts, 1996, hal. 3
18 Rffendi Perengin, Loc.cit., hal. 122.
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Sedangkan dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 224
tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah
dengan PP No. 41 Tahun 1964) yang mengatur sebagai

berikut :

“‘Pemilik tanah perfanian yang bertempat tinggal
diluar kecamalan tempat letak tanahnya, dalam
jangka wakiu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas
tanahnya kepada orang lain dikecamatan tempat
tetak fanah itu atau pindah ke kecamatan lefak
tanah tersebut”

Menurwt Keputusan Menteri Pertantan dan
Agraria tanggal 17 Desember 1962 No. Sk.35/Ka/1862
tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian
Absentee , diatur bahwa seluruh tanah absenfee yang
tidak dialihkan oleh pemiliknya telah dikuasai oleh negara
dan kemudian kepada panitia landreform tingkat I
dengan dibantu panitia landreform  kecamatan dan
panitia landreform desa, mewajibkan untuk menetapkan
besarnya ganti rugi, mengurus pemberian surat izin
menggarap tanah kepada para penggarapnya dan
menyelasaikan redistribusi tanah, denéan catatan bahwa
ketenfuan ini tidak berlaku jika tanah absentee tersebut
telah dialihkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember

1962.




C.2. Maksud dan Tujuan Diadakannya Larangan Pemilikan
Tanah Pertanian Secara Absentee.
Menurut Soeprapto, maksud dan {ujuan larangan

pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah sebagai

berikut :1°

- untuk mencegah terjadinya penguasaan/pemilikan tanah
oleh seorang/kepala keluarga yang melanggar batas
maksimum dan {ersebar di beberapa daerah.

- Dalam kenyataannya, pemilikan tanah secara absentee
menyulitkan penarikan pajak, pembinaan petani,
pengusahaan tanah dan pembebanan kewajiban-
kewajihan terutama irigasi tertier, quarter;

- Seringkali membawa  akibat tidak  efektifnya
pengusahaan tanah;

- Hasil-hasil produksi tidak dapat dinikmati cleh para
petani (penduduk setempatl) yang berarti mengurangi
pnendapatan penduduk setempat;

- Cara penguasaan ataupun pengambilan hasilfpanen
sering tidak sesuai dengan keadaan  masyarakat
setempat, misainya penerapan teknologi yang tidak
padat karya, sistem panen tebasan/memakai sabit. Hal
ini mengurangi kesempatan kerja bagi petani tak
bertanah yang biasanya ikut memotong padi;

- Hasil produksi dikuasai oleh orang kota yang berarti
sasaran kredit investasi unfuk meningkatkan pendapatan
rakyat pedesaan tidak mencapai sasaran,

- Secara tidak langsung mendorong arus urbanisasi,
karena berkurangnya lapangan Kkerja di daerah
pedesaan.

Sedangkan menuryt Boedi Harsono, (ujuan
melarang pemifikan tanah pertanian secara absenfee
adafah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah

itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat
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pedesaan tempat ietak tanah yang bersangkutan, karena

pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil.®

Sehingga tujuan ini sesuai dengan tujuan Landreform
yang diselenggarakan di Indonesia adafah untuk
memperlinggi penghasilan dan faraf hidup para petani
penggarap {anah sebagai landasan atau persyaratan untuk
menyelenggarakan pembangunan ekonomi menunju

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasiia.?!

C.2. Dasar Hukum Yang Mengatur Larangan Pemiilkan Tanah

Pertanian Secara Absentee.

Yang dimaksud dengan tanah pertanlan vyaitu
tanah selain untuk perumahan dan perusahaan yang
menjadi hak seseorang. Tanah pertanian ini meliputi :
sawah dan tanah kering. Kategori “tanah sawah “ adalah
sawah beririgasi meupun sawah tadah hujan, sedangkan
“tanah kering” adalah bukan sawah, tapi termasuk juga
tambak, empang untuk perikanan, namun ia pada

hakekatnya tidak kering. %

Makalah, Umversxtas Hasanuddm, Makasar 1999 hal 16—17
Boedi Harsono, op.cit, hal. 371.
2! Effendi Perangin, Loc.cit., hal. 122,
2 1ohn Salindo, Masalah Tanah Dalam Pembangioan, Sinar Grafika, Jakarts, 1993, hal. 235,
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Termasuk tanah pertanian adalah huma, tanah
perkebunan, fambak untuk perikanan, tanah tempat
pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan
hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagl yang

berhak.?

Secara yuridis, dasar hukum mengenai larangan
pemilikan tanah pertanian secara absentee telah
dituangkan dalam PP No. 224 tahun 1960 pada Pasal 3,
dan PP No. 41 Tahun 1964 pada pasal tambahan yaitu
Pasal 3a sampai dengan Pasal 3e. Kedua peraturan
pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan dari
ketentuan yang lertuang dalam Pasal 10 UUPA, vyang
beriujuan untuk mencegah ferjadinya sistem pemerasan
yang dilakukan terhadap golongan ekonomi lemah. Pasal
10 ayat (1) UUPA berbunyi: * Setiap orang dan badan
hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah

cara-cara pemerasan”.

Mengingat bahwa tujuan ketentuan Pasal 10

UUPA inl adalah menyangkut kepentingan umum, maka

11y, Sihombing Purwoatmodjo dan Pius Triwahyudi, B Agraria I, Buku Pegangan Kulish
Fakultas Hukum UNS, 1992, hal. 93,
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secara yuridis ketentuan dalam pasal ini termasuk
ketentuan-ketenfuan hukum yang “memaksa” atau

“Dwingend Recht”™ .

Sebagai akibat dari pada pemilikan tanah
pertanian secara absentee, maka dalam hat ini berdasarkan
Pasal 1b PP No. 224 tahun 1961 yang berbunyi :

“Tanah-tanah yang diambil Pemerintah, karena
pemitiknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5.

Jadi berdasar pasal tersebut diatas pemilik tanah
pertanian secara absenfee harus melepaskan haknya itu
untuk diambit alih oleh pemerintah. Hal ini juga berdasarkan
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), yaitu

Pasai 3 ayat (1) : Pemilik tanah pertanian yang bertempat
tingga! di luar kecamatan letak tempat
tanahnya, dalam jangka wakiu 6 bulan
wajib mengalihkan hak atas tanahnya
kepada orang fain di kecamatan tempat
jetak tanah itu atau pindah ke kecamatan
letak tanah tersebut.

Pasal 3 ayat (3): Dengan tidak mengurangi ketentuan pada
ayat (2) pasal ini, maka jika pemilik tanah
berpindah tempat atau meninggalkan
tempat kediamannya ke luar kecamatan
tempat letak tanah itu selama 2 tahun
berturut-turut, ia wajio memindahkan hak
milik atas tanahnya kepada orang fain
yang bertempat tinggal di kecamatan itu.

Maksud dari pasal tersebut adalah apabila

seseorang yang memiliki tanah pertanian di luar
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kecamatan letak tanahnya maka dalam jangka waktu yang
telah ditenfukan wajib mengalihkan kepada orang yang
bertempat tinggal dikecamatan dimana fanah itu terletak.
Bila pemilik itu pindah keluar kecamatan dimana tanah itu
terietak maka dalam waktu yang telah ditentukan ia waijib
memindahkan hak milik atasnya itu képada orang yang

bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.

Jangka waktu pemindahan hak milk afas tanah
pertanian yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas periu
dibatasi agar pemilk tanah yang bersangkutan tidak
menguiur-ulur waktu dalam usahanya untuk memindahkan
hak miliknya tersebul. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun
1961 dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa
kelentuan fersebut masih perlu disempurnakan yaitu
dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 yang

memberikan ketentuan lebih tegas yaitu sebagai berikut

Pasal 3a ayat (1) menyatakan :

Pemilik tanah pertanian yang berpindah fempat atau
meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan
tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berfurut-turut,
sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang
berwenang maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 {dua) tahun
tersebul diatas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik
atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di
Kecamatan leiak fanah itu.
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Pasal 3a ayat (2) menyatakan:

Jika pemilik tanah yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini
berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya
ke luar kecamatan tempat letak tanah flu sedang ia tidak
melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang,
maka dalam wakiu 2 {(dua) tahun ferhitung sejak ia
meninggalkan {empal kediamannya iu diwajibkan unfuk
memindahkan hak milik atas tanahnya kepada erang lain
yang bertempat tinggai di Kecamatan lefak tanah itu.

Pasal 3c ayat (1) menyatakan :

Jika seseorang memilki hak atas tanah pertanian di Juar
Kecamatan dimana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya
dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) fahun terhitung
sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkan

kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan
dimana tanah itu terletak atau pindah ke kecamatan letak

tanah itu.

Pasal 3d menyatakan :

Ditarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak
baru atas fanah pertanian yang mengakibatkan pemilik
tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar

kecamatan dimana ia bertempat tinggal.

Pasal 3e menyatakan :

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam
Pasal-Pasal 3a, 3b, 3c, dan 3d mengakibatkan baik tanah
maupun pemilik tanah-tanah yang bersangkutan dikenakan
ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (5) dan
(6) Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran

Negara tahun 1961 No. 280).

Jika kewajiban ferssput tidak ditaksanakan afau

terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang
diuraikan maka tanah bersangkutan akan diambil alih

Pemerintah unfuk kemudian diredistribusikan dalam
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rangka Landreform, kepada bekas pemilik diberikan ganti
kerugian menurut peraturan yang berlaku bagi para bekas
pemilik tanah kelebihan. Pemberian ganti kerugian ini
merupakan perwujudan dari pada azas yang lerdapat
dalam Hukum Agraria Nasional kita, yang mengakui
adanya hak milik perseorangan atas tanah. Dimana
pemberian ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 PP No. 224 tahun 1961.

Pasal 6 ayat(1) berbunyi :

Kepada bekas pemiiik dari fanah-tanah yang berdasarkan
Pasal 1 peraturan ini diambil oleh pemerintah untuk dibagi-
bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh
Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, Yyang
besarnya ditetapkan oleh Panilia Landreform Daerah
Tingkat Il yang bersangkutan, atas dasar perhitungan
perkalian hasil bersih rata-rata selama § tahun terakhir,
yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas
tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai
tertera di bawah ini :
a. untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali
hasil bersih sefahun.
b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap
hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
¢. Untuk yang selebihnya tiap hektarnya 7 kali hasil bersih
setahun: dengan ketentuan bahwa jika harga tanah
menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih finggi
daripada harga umum, maka harga umumiah yang
dipakai untuk penetapan ganti kerugian fersebut.

Pasal 7 ayat 1 menyatakan :

Ganli kerugian tersebut pada Pasal 6 diberikan sejumlah
10 % dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi Tani
dan Nelayan, sedang sisanya berupa surat-hutang

{andreform.
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Jadi, slapapun dalam hubungan dengan masalah
pemilikan tanah secara absentee harus tunduk kepada
Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Selain daripada itu,
datam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961
ditetapkan sanksi pidana kepada pemilik tanah yang
menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi

pengambilan tanah oleh pemerintah dan pembagiannya.

Bunyi Pasal 19 PP No. 224 Tahun 1961 adalah sebagai

berikut

Ayat (1) Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja

: menghaiang-halangi pengambilan tanab oleh
Pemerintah dan pembagiannya, sebagal vang
dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 2, dipidana
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3
bulan dan fatau denda sebanyak-banyaknya
Rp.10.000,- sedang tanahnya diambil oleh
pemerintah tanpa pem berian ganti kerugian.

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi
teriaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3
pulan dan /atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
10.000 -

Ayatl (3) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1
dan 2 pasal ini pelanggaran.

Sehingga hal ini lebih mempertegas pendapat
bahwa Pasal 10 UUPA dan peraturan pelaksananya ini
merupakan hukum yang persifat memaksa. Apabila ada
pihak yang mengesampingkan ketentuan ini akan

mendapat sanksi dan/atau denda.
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C.3. Pengecualian Larangan Pemillkan Tanah Pertanian

Secara Absentee
Bahwa ada pengecualian dari larangan Tanah
Absenfee ialah :
a. mereka yang menjalankan tugas negara
b. mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama
¢. mereka yang mempunyai alasan kKhusus yang dapat
diterima oleh Menteri Agraria .

Bahwa para pegawai negeri dikecualikan dari ketentuan
mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara
Gunfai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961
homor 280 )jo PP No. 41 Tahun 1964 (LN Tahun 1964
No. 112).
Yang dimaksud pegawal negeri dalam PP ini adalah
mereka yang digolongkan sebagai pegawai negeri
sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (L.N tahun
1974 No. 55 T.L.N No. 3041). Pengertian "pegawai
negeri” menurut UU No. 8 tahun 1974 meliputi pegawai
negeri sipil (Pusat dan Daerah) serta para anggota

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam arti u

pula yang dimaksud dengan “pensiunan pegawai negeri’.

2 Bffendi Perangin, Op.cit, hal. 133,
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Karyawan Perusahaan-Perusahaan Negara dan Daerah
bukan lagi termasuk golongan pegawai negeri.
Pengecualian pemilikan tanah pertanian secara

guntai sampai 2/5 dari luas maksimum untuk Daerah

Tingkat Il yang bersangkutan, diberikan kepada :

a. pensiunan pegawai negeri dan

b. janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai
negeri selama tidak menikah iagi dengan seorang

bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawal negeri

Dengan adanya pengecualian tersebut - seorang
pegawai negeri dalam waktu 2 tahun menjelang
pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian
secara absentee sampai batas 2/5 luas maksimum
untuk Daerah Tingkat It lefak tanah yang
bersangkutan. Di daerah yang sangat padat misalnya
batas itufdalah 2/5 x5 hektar= 2 hektar. Didalam
pengecualian ini termasuk pula pemilikan oleh isteri
dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Tetapi
sewaktu-wakiu seorang pegawai negeri atau yang
dipersamakan dengan mereka berhénti menjalankan
tugas Negara , misalnya mendapat pensiun, maka ia

wajib memenuhi ketentuan tlersebut di atas dalam
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waktu satu tahun terhitung sejak mengakhiri tugasnya.
Jangka wakiu tersebut dapat diperpanjang oleh

Menteri Agraria jika ada “alasan yang wajar”.

Pengecualian bagi pensiunan pegawai negeri
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun
1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara
Guntal (Absentee) Oleh Para Penslunan Pegawal
Negerl. Yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan
pengecualian mengenai pemilikan tanah pertanian
yang berlaku bagi pegawai negeri, diberlakukan juga

bagi para pensiunan pegawai negeri.

Pemilikan tersebut boleh diteruskan setelah pensiun.
Sekiranya kemudian ia berpindah fempat tinggai ke
kecamatan letak tanah yang bersangkutan, dengan
sendirinya pemilikan tersebut dapat ditambah hingga

seluas batas maksimum.

D. EFEKTIVITAS HUKUM
1. Pengertian efektlvitas hukum
Berbicara tentang efektivitas hukufn atau perundang-
undangan fidaklah dapat lepas dari masalah pelaksanaan dalam

penegakan hukum/perundang-undangan itu sendiri. Karena
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masalah efektivitas adalah berkaitan dengan berfungsinya
hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-

keterduan hukum dalam pelaksanaannya.®

Hukum yang formal didalam beroperasinya senantiasa
memeriukan respons dari masyarakat dimana ia beroperasi.
Hukum dengan atribul “baik®® menurul Selznick, akan dinilai
baik oleh masyarakat. la akan mendapat respon yang baik pula,
sehingga ia dapat dikatakan dapat beroperasi dengan baik. Dan
selanjutnya berarti bahwa hukum yang demikian Hu bisa

dikategorikan sebagai hukum yang efektif.

Mengenai masalah pelaksanaan hukum adalah
masalah bagaimana hukum ditegakkan atau disebut penegakan
hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah proses untuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
Yaitu pemikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan

dalam peraturan hukum itu.
Menurut LIl Rasjidl, hukum mempunyai arti sebagai :

a. Hukum adalah suatu hubungan diantara suatu persona dan
suatu hal .

b. Hukum adalah undang-undang atau disebut juga suatu
kompleks perundang-undangan.

25 Soerjono Sockanto, Sosiologi Hdaun Dalam Masyarakat, hal 216,

# Mukum yang baik menurut Selmnick ialsh hukum yang senantiasa membuka pintu bagi kritik-
kritik yang bersumberken pada nilai-nilai yang hidup dalem masyarakat. (Achmad Chulaemi dan
Sulaeman, Aspek Budaya dalam pelaksanaan Hukum Pertanahen di Indonesia, dalam Buku :

Satjipto Rehardjo, Fidaom Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981, hal: 84.86)
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¢. Hukum adalah suatu iimu yang membert pengetahuan
tentang hukum, pengetahuan tentang perundang-undangan
dan pengetahuan tentang hubungan antara persona dan
suatu hal.?

Menurut  Sudikno Mertokusumo, bahwa Hukum
adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang
mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena
berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa
yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana
caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah® 2z

Bahwa hukum dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan.
Oleh karena itu tidakiah mengherankan apabila P. Scholten
mengatakan bahwa “manakala hukum tidak pernah
dilaksanakan, maka tidak lagi disebuf sebagai hukum.” Hukum
terutama dapat dilihat dalam bentuknya melalui kaidah-kaidah
yang dirumuskan secara eksplisit. Didalam kaidah/peraturan
hukum itu telah terkandung tindakan-tindakan yang harus
dilaksanakan. Hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai
peraturan jelas tidak dapat melakukan semuanya itu, Dengan
demikian menjadi relevan untuk dibicarakan mengenai fakior-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

27 Lili Rasjidi, Fisafat Hdaun, Apakak Hidam Bu 2, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.
% 31dikno Mertokusumo, Mengenal Mrdaon (Sualy Pengantar), Liberty, Yogjakarta, 1999, hal.

® Satjipto Rahardjo, Hdawn dan Masyarakat, Op. Cit, hal. 69,
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Adapun faktor-faktor fersebut menurut Soerjono Soekanto

adalah sebagai beriku :

1. Faktor hukumnya sendiri/peraturan ity sendiri

2. Faktor petugas/penegak hukum;

3. Faklor sarana atau fasiliias yang mendukung penegakan
hukum;

. Faktor masyarakat;

- Faktor Kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.s'O

o P

Kelima fakior tersebut diatas saling berkaitan dengan
eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan
merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

D.1.1. Faktor Hukum

Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam
bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas
penerapan hukum semakin penting. Oleh karena hukum
mempunyai fungsi di dalam masyarakat.

Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah
melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar berfingkah
laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu
keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Untuk
bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum
perlu adanya kesadaran hukum dalam masya;rakat, karena

kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan

* Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Memperngandi Penegatnn Hdaam, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 1993, hal. 5.
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yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan

tingkah laku hukum anggota masyarakat,”'

Suatu  sikap tindakan atau perilaku hukum dianggap
efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak Jain menuju pada
tujuan yang dike hendaki, artinya apabila pihak lainn tersebyt
mem atuhi hukum.*

Hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan yang
dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses
pembangunan. Semakin hukum ity dipakai dengan efektif untuk
mengarahkan fingkah iaku manusia, semakin berhasil pula
pembangunan itu dijalankan. Menurut Lon .L. Fuller, melihat
hukum sebagai usaha mencapai {ujuan tertentu (purposefus
enferprise). Menurut Fuller | pekerjaan menciptakan atau
membuat peraturan harus memenuhi 8 syarat agar hukum dapat
berfungsi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti
bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara
ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.

(2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak

(3) Peraturan-peraturan ftu tidak boleh berlaku surut.

(4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci;
ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.

{5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak
mungkin

(6) Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat
pertentangan satu sama lain.

¥ Satjipto Raharjo, Hidewn Dalam Perspektif Sosial, Op. cit. hal. 124,
3z Soerjono Soekanto, Ffektivikasi Hduon Dan Perarnar Sankst, Remadja Karya, Bandung, Hal,

1988, hal .3,
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(7) Peraturan-peraturan harus tetap, fidak boleh sering diubah-
(8} ﬁlﬂs terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para
pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.®
Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilaknilai
tersebut dapat menimbulkan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan
apa yang menjadi harapan dari isi peraturan itu.
D.1. 2. Faktor Penegak Hukum
Sebenarnya ruang lingkup dari penegak hukum adalah
luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung
maupun secara tidak langsung berkecimpung didalam penegakan
hukum, serta menyangkut petugas-petugas pada strata atas,
menengah dan bawah. Dalam melaksanakan tugasnya maka
sebaiknya petugas mempunyai suatu pedoman , antara lain
peraturan tertuiis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas.
Dalam penegakan hukum mungkin petugas menemui masalah
sebagai berikut :**
1) Sampai sejauhmanakah petugas terikat oleh peraturan-
peraluran yang ada.
2) Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan
memberikan kebijaksanaan ?

3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas

kepada masyarakat ?

I Satjipto Raharjo, Hidasn Den Mesyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 78.
3 Soerjono Soekarto, Sosiologi Hunun dalam Mosyargkat, Op. cit. hal. 16
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26.949 26.574 53.623

b. Jumlah Penduduk BORO (kerja di luar kota)
Laki- Laki Perempuan Jumlah
4.398 3.904 8.302

Dari data adanya penduduk yang borof kerja di luar kota
tersebut diatas, menunjukkan mobilitas penduduk ke luar kota
masyarakat Kecamatan Selogiri sangat tinggi. Mereka pada
umumnya pergi ke kota besar bekerja sebagai pedagang, buruh

bangunan dan buruh pabrik, dan sebagainya.

¢. Mata pencaharian Penduduk

1. Petani sendiri veveeeeee... 5.821 orang
2. Buruh {ani evrer .. 2,310 Orang
3. Pengusaha sedang /besar ... ...297 orang

4. Buruh bangunan ... ........... 1.648 orang
9. Pengusaha Kecil ................ 189 orang
6. Buruh Industri vev e erneen .o 980 Orang

7. Pedagang crveeeeeeiieeien oo 1.278 0TaNg
8. Pengangkutan 198 orang
9. Pegawai Negeri civevreneeeeee. 1,133 Orang
10. ABRI eeeeeeee.. 236 orang
11. Pensiunan .................. 251 orang
12. Lain-lain 4.717 orang
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d. Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan (bagi

umur 5 th keatas)

1. Tamat AkademifPerguruan Tinggi
2. Tamat SLTA

3. Tamat SLTP

4. Tamat SD

5. Belum tamat SD

6. Belum tamat SD

7. Tidak sekolah

1.480 orang
7.399 orang

7.875 orang

14,785 orang

2.648 orang
3.763 orang

718 orang

38.668 orang

Berdasarkan penelitian dilapangan dan hasil wawancara

dengan Bapak camat selogiri dan stafnya, diperoleh dafa bahwa

tanah pertanian yang subur dan produktif maka yang menjadi

sampel ada 2 desa dan 1 kalurahan, dengan alasan tidak seluruh

desa di kecamatan mempunyai tanah pertanian yang subur.

Maka dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah :

1.Desa Jaten
2.Desa Singodutan

3.Kalurahan Kaliancar.
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e.1. Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

Desa Jaten adalah salah satu desa yang berada di
daerah kecamatan Selogiri, yang berpenduduk 5684
orang terdiri dari 1044 KK (Kepala Keluarga) dengan
hatas-batas sebagai berikut :

PETA DESA JATEN

/ ,

5

esnlert. T

e s ks

O5. Bear 1;‘.&@ .'. -.‘.-: Y L . '
A T [;_ &, Feengan i §

» 1, A 3
DA i b TR0 FE R L N
: b i“:':.“.’-”‘-'-‘:l sy @ PR KRG M R
" '

ST ‘_ . .
KETERANGAN G ¢ Kantor Kelurahan.

o~ Jalan. 73 Sawsh.

Gl o Pemdldman .

wewm D Batas Desa. -
) 9 - Tegalan.

--+-~ [Bafas Dusun. @ : Sekolahan

£ . .a

W Masjid.

R . ' & . R' e !" W~ .
. Sawurgnlrigasi: A ,‘mah Kadus.
. sembatan + Kuburan.
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- Sebelah Ulara  :- Sungai Bengawan Solo
- Desa Nambangan

- Sebelah Selatan : Desa Fule

- Sebelah Timur : - Kalurahan Kaliancar

- Desa Nambangan

-Sebelah Barat : - Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

Luas Desa Jaten adalah . $50§6,2000 Ha yang terbagi

dalam :

- Tanah Sawah : 175, 0000 Ha
- [rigasi teknis : 184,20000 Ha
- % teknis 101,5200 Ha
- Tadah hujan :125,0000 Ha

- Tanah Kering : 175 Ha

e.2. Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten

Wonogiri

Desa Singodutan adalah juga salah satu desa yang
berada di daerah kecamatan Selogiri, yang berpenduduk
4514 orang yang meliputi 802 KK (Kepala Keluarga) |

dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGI.RI
KECAMATAN SELOGIRI

DESA SINGODUTAN
KODE POS 57652

(X

at-

1

Ko, Desa e o dundtinn -
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- Sebelah Utara  : Kalurahan Kaliancar
- Sebelah Selatan : - Desa Pare
- Desa Keloran
- Sebelah Timur ;- Kalurahan Kaliancar
- Desa Pare
- Sebelah Barat  ; Desa Jendi

Luas Desa Singodutan adalah : 231,5000 Ha yang

terbagi dalam :

- Tanah Sawah . 135 Ha terdiri ;
- Irigasi teknis : 80 Ha
- on teknis  : 55 Ha

- Tanah Kering : 84 Ha

e.3. Kalurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten

Wonogiri

Kalurahan Kaliancar adalah juga salah satu desa yang
berada di daerah kecamatan Selogiri, yang berpenduduk
5.783 orang yang ferdiri 1150 KK (Kepala Keluarga)

dengan batas-batas sebagai berikut :
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|

ETA KELURAVAR  KALIANCA

i

-

el Herebn Aot
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- Sebelah Utara  :- Desa Gemantar

- Sebagian Desa Jaten
- Sebelah Selatan :- Desa Singodutan
- Sebelah Timur  : Kalurahan Wonokarto
- Sebelah Barat  :Desa Jendi

Luas Kalurahan Kaliancar adalah : 320,8260 Ha yang

terbagi dalam :

- Tanah Sawah : 106,3300 Ha
- irigasi teknis : 88,0000 Ha
- Non teknis  : 18,3300

- Tanah Kering 1214 ,4960 Ha

B. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Pertanian

Absentee Di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogirl.

Masalah pemilikan tanah pertanian terutama dalam
hubungannya antara tuan tanah dan para petani penggarapnya
merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian
terttama di negara-negara berkembang termasuk bangsa

Indonesia .

Saat ini masalah pemilikan tanah pertanian menjadi pokok

pembicaraan, hal ini karena adanya pengaruh dari perkembangan
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sistem penguasaan dan pemifikan tanah pada zaman Hindia
Belanda, dimana faham kapitalisme dan feodalisme serta konsep
liberal individualisme yang diwarisi oleh hukum kolonial masih
menipengaruhi tingkah laku pemilik tanah dalam pemtilikan dan

penguasaan tanahnya.

Disamping itu adanya semacam anggapan yang
berkembang di kalangan masyarakat bahwa tanah itu dianggap
sebagal bank yang paling aman untuk menyimpan uang dan
menguntungkan. Pandangan demikian ini adalah suatu hal yang
wajar dalam suatu negara yang sedang berkembang, akan tetapi
akibatnya timbul kecenderungan besar untuk mengumpulkan

tanah dikalangan para pemilik uang sebagai tuan fanah.

Perbuatan tersebut tidaklah begitu menjadi persoalan
bilamana tidak dilakukan secara  berlebihan dengan
mengorbankan rakyat kecil yang dapat menimbulkan jurang
pemisah  yang cukup dalam antara pemifik uang vyang
berkeinginan untuk memiliki tanah sebanyak-banyaknya dengan
golongan rakyat/petani kecil yang pada umumnya tidak mampu
sehingga terpaksa menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya
pada pemilik uang tersebut, Petani pemilik tana|:1 kadang-kadang
dalam keadaan mendesak memerlukan uang yang diharapkan
dari hasil penjualan tanahnya. Pemilik uang yang membeli tanah-

tanah pertanian di desa-desa pada umumnya orang-orang Kota




yang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, dan mereka
bertempat tinggal menetap di kota. Hal ini merupakan salah satu
sebab timbulnya pemiikan tanah pertanian absentee. Menurut
Bapak Camat Warsito®, “tanah pertanian yang ada di daerah
Selogiri ini merupakan tanah yang subur sehingga mempunyai
nilai ekonomis yang tinggi dan harganya sudah mahal. Maka
apabila ada petani yang menjual tanah pertaniannya biasanya
orang luar kota yang mampu membeli tanahnya tersebut, karena

penduduk sefempat tidak mampu untuk membelinya®.

Pemilikan tanah pertanian secara absentee, secara tegas
dilarang oleh UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan pokok dalam Landreform yang diatur dalam Pasal 7,

Pasal 10 dan Pasa! 17 UUPA.
Pasal 7 selengkapnya berbunyi :

“ Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas

tidak diperkenankan’.

Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya hak-hak

perorangan yang melampaui batas.

Pasal 10 UUPA menyatakan bahwa :

0 \Wawancara tanggal 22 September 2003, sebagai Carnat Selogiri.
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